





A. Kesimpulan  
Berdasarkan hasil penelitian tentang “Alih Fungsi Tanah Pertanian 
Ke Non Pertanian Untuk Tempat Tinggal Setelah Berlakunya Peraturan 
Daerah Nomor 12 Tahun 2012  Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah 
Kabupaten Sleman”  ini maka penulis dapat menyimpulkan bahwa : 
1.  Pelaksanaan alih fungsi tanah pertanian ke non pertanian untuk tempat 
tinggal di Kabupaten Sleman, sebagian besar telah menjalankan alih 
fungsi tanah pertanian ke non pertanian menjadi tempat tinggal pada 
tahun 2014 sudah sesuai dengan prosedur sebagaimana diatur dalam 
Peraturan Daerah  Kabupaten Sleman Nomor 19 Tahun  2001 tentang 
Izin Peruntukan Penggunaan Tanah dan Peraturan Daerah Nomor 12 
Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sleman 
Tahun 2011-2031. Adapun prosedurnya alih fungsi tanah pertanian ke 
non pertanian untuk tempat tingal di Kabupaten Sleman, bahwa setiap 
masyarakat yang ingin melakukan alih fungsi tanah pertanian menjadi 
non pertanian harus melakukan ijin lokasi, ijin penggunaan 
pemanfaatan tanah, ijin mendirikan bangunan, dan disesuaikan dengan 






2. Hambatan yang timbul dalam proses alih fungsi tanah pertanian ke non 
pertanian untuk tempat tinggal adalah proses administrasi yang sulit dan 
merasa tidak perlu melakukan proses perijinan dalam alih fungsi tanah. 
Hambatan yang dirasakan pihak  pemerintah daerah Kabupaten Sleman 
adalah kelengkapan syarat-syarat yang tidak lengkap membuat  proses 
menjadi terhambat seperti fotocopy SHM, SPT PBB, Site Plan, foto 
lokasi. 
B. Saran 
Berdasarkan hasil penelitian maka saran yang dapat diberikan oleh 
penulis adalah:  
1.  Pemerintah Kabupaten Sleman harus segera membuat Rencana Detail  
Tata Ruang   (RDTR)  yang masih berupa kajian, serta Instansi yang 
berkaitan dengan pelaksanaan alih fungsi tanah pertanian sebaiknya 
dapat melakukan penyuluhan atau sosialisasi mengenai alih fungsi 
tanah pertanian menjadi nonpertanian, sehingga dapat meminimalisir 
banyaknya alih fungsi tanah pertanian menjadi non pertanian agar 
tanah pertanian tidak berkurang, sehingga petani tidak kehilangan mata 
pencahariannya. 
2.  Bagi masyarakat yang ingin melakukan proses alih fungsi tanah 
pertanian menjadi non pertanian untuk tempat tinggal diharapkan dapat 
melakukan alih fungsi tanah pertanian sesuai dengan prosedur yang 
berlaku dengan kelengkapan berkas yang maksimal agar tidak 





mengubah tanah pertanian menjadi nonpertanian tanpa memiliki izin 
agar tidak merugikan pihak lain yang berada disekitar lingkungan 
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